BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan
dalam kurun waktu satu tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi
kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti
permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menyurut. Sebaliknya,
era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan.
Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan
yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku
kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Provinsi
Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam
perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah
dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada saat
ini, capaian Kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus
mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi
dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi
Kalimantan Timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran

masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.
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Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun kedepan.
Rencana Kerja ini merupakan jabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2021 dan merupakan operasionalisasi dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 — 2023.
Rencana Kerja memuat gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan satu tahun (Tahun 2021) serta menjawab apa yang menjadi tujuan,
sasaran, target capaian Kinerja serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas
pokok dan fungsi masing-masing.

1.2 Landasan Hukum

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Timur adalah sbb ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun
2005 — 2025
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah
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1.3

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Tata Cara Pengolahan Data
dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Tata Cara
Rancangan Perda, RPJPD dan RPJMD) serta Tata Cara Perubahan
(RPJPD, RPIJMD dan RENJA Pemda) ;

Permendagri No. 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005 — 2025 ;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim ;

Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Kerja ini adalah untuk memberikan

gambaran kinerja yang telah dicapai kurun waktu setahun yang lalu, disertai

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam realisasi dan operasionalisasi program
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dan kegiatan serta proyeksi dan target yang diharapkan dengan mempertimbang-

kan peluang dan tantangan setahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan

Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB |

BAB I
BAB Il
BAB IV
BAB V

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran 2019 dan Capaian
Realisasi Terhadap Renstra PD
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran 2019
2.1.2 Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 lsu-isu Penting Penyelengaraan Tupoksi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela’ahan Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program Prioritas

4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

PENUTUP
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BAB Il

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2019 dan Capaian

Realisasi Terhadap Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat
Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan
realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2019

Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi Keuangan per 31 Desember 2019

Jenis Belanja GZBR?\“ APBD-P Pagu Anggaran Realisasi %
Ee'a'”a Tidak 8.254.810.000 | 603.000.000 | 8.857.810.000 | 7.274.985.376 | 88,13
angsung
Belanja Langsung 9.924.535.000 | 1.104.500.000 11'029'035'08 10'171'209'6‘;’ 92,22
Total 18.179.345.08 1707 500,000 19.886.845.08 17.446.195.0: 6773

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SIMDA Keuangan per 31 Desember 2019
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Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan anggaran pendapatan dan belanja
daerah murni dan anggaran perubahan (APBD-P) pada tahun anggaran 2019 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur,
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 19.886.845.000,- yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung Rp. 8.857.810.000,- dan Belanja Langsung Rp.

11.029.035.000,-. Berikut Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja sebagai berikut

2.1.1.1 Belanja Tidak Langsung

Pada kegiatan ini merupakan penganggaran belanja wajib mengikat atau
dalam arti lain pembiayaan penggajian/ tunjangan seperti, pembayaran gaji pokok
PNS, Tunjangan Keluarga, Jabatan, luaran Asuransi Kesehatan, Biaya Insentif,

pembiayaan Tunjangan Hari Raya dan pembiayaan tunjangan lainnya.

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan BTL

Jenis Belanja Pagu APBD-P Realisasi Silpa %

Belanja Tidak Langsung 8.857.810.000 7.274.985.376 979.824.624 88,13

Sumber : Laporan Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung SIMDA

Pada tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa realisasi keuangan Belanja
Tidak Langsung (BTL) memiliki serapan anggaran yang cukup rendah dari target
yang diinginkan, adapun kendala yang menyebabkan rendahnya serapan sebagai

berikut :
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1. Dalam penyusunan BTL diprediksikan penambahan dan permintaan

PNS sampai dengan 10 (sepuluh) orang, akan tetapi terpenuhi

permintaan hanya 2 (dua) orang PNS.

2. Terdapatnya beberapa pegawai yang pensiun sehingga anggaran yang

sudah dialokasikan tidak dapat direalisasikan.

2.1.1.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

(PAP), yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran untuk kegiatan

operasional seperti, pembayaran gaji non PNS, biaya listrik, air, telepon, biaya

fotocopy/cetak/penggandaan, honor-honor pengelola keuangan dan pembayaran

operasional lainnya untuk mendukung kegiatan perkantoran.

Tabel 2.3 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg PAP

Kinerja Program

Target Realisasi %
Kegiatan
Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) Fisik | Keu
Pelaksanaan
Administrasi 12 Bulan 2.991.264.800 | 12 Bulan | 2.798.980.062 | 100 | 93,57
Perkantoran
Pengukuran 72 SKM 2.991.264.800 | 88 SKM | 2.798.980.062 | 122 | 9357

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan kegiatan

operasional pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan

baik, walaupun terdapat jumlah sisa anggaran, maka dapat dijelaskan penyebab sisa

lebih pembiayaan anggaran sebagai berikut :
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1. Pada rekening belanja honor pengelola keuangan terdapat pegawai
Esselon 111 yang pensiun pada akhir tahun sehingga honor tersebut tidak
terealisasi (Silpa : Rp. 45.000.000,-).

2. Pada rekening beban listrik, air dan telepon terdapat sisa lebih
pembiayaan anggaran sebesar Rp. 122.455.738,-. Karena pada rekening
ini dibayarkan sesuai kebutuhan dan pemakaian.

2.1.1.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dimana didalam kegiatan ini merupakan
penganggaran pengadaan sarana dan prasarana seperti kegiatan pemeliharaan
gedung kantor dan pengadaan barang/ belanja modal.

Tabel 2.4 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg Sarpras

Target Realisasi %

Kegiatan
Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) Fisik Keu

Penyediaan Peralatan
dan Kelengkapan 14  Paket 1.150.416.000 | 14 Paket | 1.075.508.065 | 100 93,49
Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan

Peralatan Sarana dan
Kelengkapan Sarana
dan Prasarana

Pengukuran Kinerja
Program

12 Bulan 664.144.200 | 12 Bulan 582.551.987 | 100 87,71

6 Unit 1.814.560.200 | 6 Unit | 1.658.060.052 | 100 91,38

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA
Pada tebel 2.4 dapat dijelaskan bahwa didalam kegiatan ini terdapat belanja
barang modal berupa peralatan dan perlengkapan kerja seperti pengadaan
komputer, printer, mesin scanner, kamera, pendingin ruangan, televisi, tabung

pemadam, notebook/ laptop, UPS (stabilizer) pada perangkat komputer serta
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perlengkapan peralatan yang dikhusukan pada ruangan Display Room DPMPTSP
Provinsi Kalimantan Timur seperti pengadaan audio visual pada ruangan tersebut.
2.1.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel 2.5 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg Peningkatan Kapasitas

Target Realisasi %

Kegiatan
Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) Fisik Keu

Koordinasi dan
Konsultasi
Kelembagaan
Pemerintah Daerah

Pengukuran
Kinerja Program

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

12 Bulan | 3.854.000.000 12 Bulan | 3.548.226.478 | 100 92,07

90 % 3.854.000.000 | 97,4 % 3.548.226.478 | 108,22 | 92,07

Pada program ini terdapat kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah Daerah, didalam kegiatan ini sebagian besar untuk
pendanaan atau pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Pada kegiatan
ini bersifat antisipatif/ undangan apabila ada undangan kegiatan akan dilaksanakan
dan tidak dapat diprediksi secara pasti serta sebagian besar keputusan pelaksanaan
kegiatan ini adalah kewenangan kepala dinas.
2.1.1.5 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Pada program ini terdapat kegiatan 2 (dua) kegiatan yaitu ; Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kegiatan Penyusunan Laporan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, didalam kegiatan ini merupakan
penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Perencanaan Prorgam

(Rengram).
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Tabel 2.6 Realisasi Kegiatan Rengram

Target Realisasi %

Kegiatan
Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) Fisik | Keu

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran

9 Dokumen | 251.500.000 9 Dokumen | 212.837.500 | 100 | 84,63

Penyusunan
Laporan
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan

4 Laporan 60.000.000 4 Laporan 59.777.500 | 100 | 99,63

Pengukuran Nilai Nilai
Kinerja Program 51 AKIP 311.500.000 | 42,68 AKIP 272.615.000 | 83,69 | 87,52

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tebel 2.6 dapat dijelaskan bahwa didalam kegiatan Sub. Bagian
Perencanaan Program (Rengram) tersebut sebagian besar sisa lebih pembiayaan
anggaran (Silpa) berasal dari pembiayaan/ belanja penggandaan, fotocopy dan
penjilidan. Serta melihat hasil kinerja dapat dilihat nilai AKIP tidak mencapai target
dimana tahun 2019 mendapat nilai AKIP 42,68.
2.1.1.6 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan

Program ini merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, program ini terdapat 4 (empat)
kegiatan : pelayanan perizinan sektor primer; sekunder-tersier; pelayanan
penanaman modal; dan Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota. Kegiatan yang
biasa dilakukan mengupgrade ISO Standar Manajemen Mutu, mengevaluasi
Standart Operating Procedure (SOP), penerbitan izin usaha, peninjauan lapangan/
lokasi, dan sosialisasi penggunaan aplikasi izin usaha berbasis online seperti Online

Single Submission (OSS).
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Tabel 2.7 Realisasi Kegiatan Bidang LP2N

Target Realisasi %
Kegiatan
Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) | Fisik | Keu
g?:i%d“irgzri?ia:a” dan | 4400 II\T:)?\/ 116.100.000 | 740 :\Zlgr]{ 99.100.000 | 74,00 | 85,36
peningkatan pelayanan - B - B ' '
- . 1zin Izin
perizinan sektor primer
Penyederhanaan
prosedur perijinan dan 1zin/ Izin/
peningkatan pelayanan 1500 Non 30.650.000 | 1511 Non 30.350.000 | 101 | 99,02
perizinan sektor 1zin Izin
sekunder dan tersier
prosedur perijinan dan
peningkatan pelayanan
perizinan dan non 200 NIB 32.250.000 | 248 NIB 31.940.000 | 124 | 99,04
perizinan penanaman
modal
Penguatan Kelembagaan
PTSP Kab/ Kota 4 PTSP 42.000.000 4 PTSP 28.058.200 | 100 | 66,81
Pengukuran Kinerja |zin/ 1zin/
2700 Non 221.000.000 | 2251 Non 189.448.200 | 83,37 | 85,72
Program Izin I1zin

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.7 diatas dapat terlihat bahwa realisasi fisik pada program ini
belum tercapai, namun upaya untuk mempermudah perizinan merupakan komitmen
pimpinan, yaitu dengan pembangunan aplikasi OPO (Otomatisasi Perizinan
Online) dan memfasilitasi bagi pengguna izin melalui Online Single Submission
(OSS) yang bertujuan untuk melakukan percepatan dan kemudahan dalam hal
peningkatan pelayanan perizinan.
2.1.1.7 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

Program ini juga merupakan salah satu program prioritas yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Pada program ini terdapat

3 (tiga) kegiatan yaitu, kegiatan pemantauan dan evaluasi; kegiatan pembinaan dan
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pengawasan; serta kegiatan pengolahan data. Kegiatan yang dilakukan antara lain ;
pelaksanaan 1SO, pemantauan lapangan/ perusahaan, pengisian LKPM manual/
Online, Press Realease Data Investasi yang dilakukan per triwulan dan membuat
buku mengenai data investasi.

Tabel 2.8 Realisasi Kegiatan Bidang DALAK

Target Realisasi %

Kegiatan
Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) | Fisik | Keu

Pemantauan dan
evaluasi
Penanaman
Modal
Penyusunan
informasi
penanaman
modal
Pembinaan dan
Pengawasan
Penanaman
Modal
Pengukuran
Kinerja 25 Perusahaan | 509.400.000 | 36 Perusahaan | 478.219.000 | 144 | 93,88
Program

4 LKPM 59.100.000 | 4 LKPM 58.819.000 | 100 | 99,52

5 Dokumen 67.900.000 | 5 Dokumen 65.800.000 | 100 | 96,91

10 Perusahaan 382.400.000 | 22 Perusahaan 353.600.000 | 220 | 92,47

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.8 diatas terutama pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Penanaman Modal adalah merupakan kegiatan prioritas yang termasuk dalam
agenda tematik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, realisasi fisiknya mencapai
target bahkan melebihi target yang sudah ditentukan yaitu 220%. Yang dimana
kegiatan ini terfokus kepada perusahaan industri kariangau yang ada di Kota
Balikpapan sebagaimana menjadi lokus dan fokus pada kegiatan tersebut.
2.1.1.8 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyusunan

perencanaan dan kebijkan penanaman modal ; dan penyusunan kajian

RENJA 2021 12



pengembangan potensi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan
kajian kebijakan seperti membuat atau revisi Perda/Pergub dan membuat kajian
potensi unggulan daerah.

Tabel 2.9 Realisasi Kegiatan Bidang P2IPM

Target Realisasi %
Kegiatan
Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) | Fisik | Keu
Penyusunan
Perencanaan dan 2 Dokumen | 386.600.000 | 1 Dokumen | 386.040.000 | 50 | 99,86
Kebijakan

Penanaman Modal

Penyusunan Kajian
Pengembangan 1 Dokumen 146.000.000 | 1  Dokumen 145.530.000 | 100 | 99,68
Potensi Daerah

Pengukuran

Kinerja Program 1 Kebijakan | 532.600.000 | 1 Kebijakan | 531.570.000 | 100 | 99,81

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA

Pada tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa pada program dan kegiatan ini secara
serapan keuangan terserap dengan baik, akan tetapi terdapat 1 Dokumen Pergub
Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan
pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal tidak
dapat dilaksanakan dikarenakan belum disetujui oleh Biro Hukum oleh karena itu
akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap stakeholder yang terkait pada
tahun anggaran 2020. Berikut kegiatan yang terlaksana pada tahun anggaran 2019
sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif di KEK dan KI

2. Evaluasi Kebijakan Pemberian Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK).
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2.1.1.9 Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan pelayanan
informasi perizinan ; dan pelayanan advokasi perizinan. Kegiatan yang dilakukan
antara lain ; pengembangan media elektronik yang difokuskan kepada Sistem
Informasi berbasis Online guna memberi informasi yang cepat kepada masyarakat
luas sedangkan pada kegiatan penguatan kelembagaan PTSP bertujuan untuk
menjaga status berpredikat bintang dengan cara mengevaluasi Sistem Prosedur
Operasional, melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan baik antara
Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat.

Tabel 2.10 Realisasi Kegiatan Bidang YANDU

Target Realisasi %

Kegiatan
Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) Fisik Keu

Pelayanan Informasi | 4 pjiasi | 46780000 | 1 Aplikasi | 45100000 | 100 | 9641

Perizinan
Pelayanan Advokasi | oo (o0 85.130.000 | 33 Kasus | 50.497.500 | 50,77 | 59,32
Perizinan
Pengukuran 9% % 131.910.000 | 90 % 95597.500 | 90 | 7247

Kinerja Program

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA
Pada tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa realisasi belum semua terserap
dengan baik. Adapun kegiatan yang terlaksana pada kegiatan pelayanan informasi
perizinan tahun anggaran 2019 ini merupakan lanjutan kegiatan tahun anggaran
2018 vyaitu kegiatan Pengembangan/ upgrade aplikasi tentang Otomatisasi
Perizinan Online (OPO) dimana aplikasi berbasis online ini hampir sama dengan

pendaftaran izin usaha yang mirip dengan OSS yang membedakan adalah OSS
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produk dari Kementrian sedangkan OPO produk dari DPMPTSP Provinsi
Kalimantan Timur.
2.1.1.10 Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha
Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan
penyelenggaraan promosi penanaman modal ; dan peningkatan kerjasama
penanaman modal. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan event-event
pameran guna mempromosikan potensi dan peluang untuk berinvestasi, dan
pelaksanaan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU).

Tabel 2.11 Realisasi Kegiatan Bidang P2M

Target Realisasi %
Kegiatan

Fisik Keu (Rp) Fisik Keu (Rp) Fisik | Keu
Penyelenggaraan
Promosi Penanaman | 5 Event 618.800.000 | 7 Event 598.493.375 | 140 | 96,72
Modal
Peningkatan
Kerjasama o Pertemuan | 44600000 [0 Pertemuan 0| 000 | 000

Bisnis Bisnis
Penanaman Modal
Pengukuran 2 MoU 662.800.000 | 0 MoU 598.493.375 | 0,00 | 90,30
Kinerja Program

Sumber : Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA
Pada tabel 2.11 dapat dijelaskan bahwa realisasi fisik maupun keuangan
belum terserap dengan baik, hal ini disebabkan pada Kegiatan Peningkatan
Kerjasama Penanaman Modal tidak dapat direalisasikan. Adapun kegiatan yang
terlaksana pada penyelenggaraan promosi penanaman modal tahun anggaran 2019
sebagai berikut :
1. Event Pameran Indonesia Product Expo 2019 Trade, Tourism and

Investment, 4 -7 April di Jogja City Mall — DI. Yogyakarta ;
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2. Event Pameran Nasional Kaltim FAIR 2019, 25 — 28 April, Convention
Hall Sempaja, Samarinda ;

3. APKASI Expo 2019 Trade, Tourism and Invesment, 3 — 5 Juli, Jakarta
Convention Centre (JCC), Senayan — Jakarta ;

4. Event Pameran Kaltim EXPO 2019, 21 — 25 Agustus, Convention Hall
Sempaja, Samarinda ;

5. Bandung INAVEST 2019, 20 — 22 September 2019 di Braga City Walk
—Bandung ;

6. Event Pameran Batu Fiesta Fair, 23 — 27 Oktober, Among Tani Balai
Kota Batu ;

7. Event Pameran Gelar Pesona Kaltim 2019, 16 — 17 November,
Anjungan Kalimantan Timur Taman Mini Indonesia Indah — Jakarta.
Pada kegiatan Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal pada tahun

anggaran 2019 tidak dapat terealisasi dengan kendala sebagai berikut :

1. Outcome serta target tujuan perjanjian kerjasama adalah Provinsi Jawa
Tengah berdasarkan nomor : 119/600/BPPMD-Sekr/2014 dan Nomor :
120.13/1319/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Perjanjian Kerjasama
Pengembangan Penanaman Modal dengan Provinsi Jawa Tengah
tersebut telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2019. Sedangkan Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk perjanjian kerjasama penanaman
modal berdasarka nomor : 360/04-074/BKPM&PT/2012 dan nomor :
119/335/BPPMD-Sekr/2012 tanggal 25 Mei 2012 tekah berakhir pada

tanggal 25 Mei 2017.
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2. Dalam pelaksanaan butir (1) diatas :

- Untuk pihak DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan
perjanjian kerjasama, namum terlebih dahulu disesuaikan dengan
perjanjian hubungan kesepakatan antar kedua Pemerintah Provinsi
yang saat ini belum diperpanjang.

- Sedangkan pihak DPMPTSP Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak
dapat melaksanakan perpanjangan dikarenakan untuk tugas pokok
dan fungsi kerjasama saat ini diserahkan ke pihak Biro Humas.

- Sehingga sampai akhir tahun anggaran 2019 kedua pelaksanaan
diatas belum dapat dicarikan solusi sehingga kedua kegiatan
tersebut tidak terealisasi.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai Dokumen RPJMD Kalimantan Timur DPMPTSP Prov. Kaltim
memilik dua Program Prioritas Program Kemudahan Pelayanan dan
Percepatan Proses Perizinan dan Program Pengendalian Pelaksanaan
Investasi, perumusan program prioritas disepakati pada saat asistensi rencana
kegiatan, dengan merujuk pada dokumen RPJMD 2019 s/d 2023. Pada tahun
pertama masa jabatan kepala daerah data realisasi terhadap RENSTRA Perangkat
Daerah dapat dinilai dan diukur karena Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari

Masa jabatan kepala daerah. Lihat Tabel 2.12 Rekapitulasi Evaluasi Renja PD.
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Tabel 2.12 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembar Ke — 1 dari 5

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Urusan/Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian
Kinerja

. Target Capaian
Lokasi Dana Kinerja Dana

©) © ®) © @ ®

Renja RKA Renja | RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA

@ @

Urusan Wajib Bukan
2 Pelayanan Dasar

2| 12 Penanaman Modal

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
2|12 1 Terpadu Satu Pintu 7.874.535.000 | 9.924.535.000 15.000.000.000 | 16.240.900.000

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
2 (12| 1|1 | Terpadu Satu Pintu 7.874.535.000 | 9.924.535.000 15.000.000.000 | 16.240.900.000

Jumlah bulan Jumlah bulan

Pelaksanaan Administrasi | pelaksanaan pelaksanaan

Perkantoran administrasi administrasi 12bulan | 12bulan | 5 314 535 000 | 2.991.264.800 | 2 Pulan 3.362.050.000 | 3.000.000.000
perkantoran perkantoran
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Lembar Ke — 2 dari 5

Jumlah sarana dan

Jumlah sarana dan

Penyediaan Peralatan dan | prasarana di prasarana di
12 Kelengkapan Sarana dan lingkungan lingkungan 14 paket 13 paket 10 paket
Prasarana DPMPTSP Prov. DPMPTSP Prov. 1.790.000.000 | 1.142.916.000 2.361.650.000 | 1.500.000.000
Kaltim Kaltim
s
Pemeliharaan Peralatan geralatan dan pemeliharaan
12 dan Kelengkapan Sarana Kelengkapan peralatan dan 12 bulan 12 bulan 305.000.000 664.144.200 12 bulan 802.400.000 900.000.000
dan Prasarana Sarana dan Kelengkapan Sarana
Prasarana dan Prasarana

12

Koordinasi dan
Konsultasi Kelembagaan
Pemerintah Daerah

Penyusunan Dokumen

Jumlah kegiatan
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam dan luar
daerah, Jumlah
bulan Penyediaan
makanan dan
minuman dan
jumlah belanja
publikasi

Jumlah Dokumen

Jumlah kegiatan rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
dan luar daerah,
Jumlah bulan
Penyediaan makanan
dan minuman dan
jumlah belanja
publikasi

Jumlah Dokumen

12 bulan 12 bulan

300.000.000

2.954.000.000

12 bulan 3.000.000.000

2.800.000.000

9 9 9
12 Perencanaan dan Perencanaandan | Perencanaan dan Dokumen | Dokumen | 180.000.000 | 251.500.000 | Dokumen 345700000 | 845.900.000
Anggaran Anggaran Anggaran
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Lembar Ke — 3 dari 5

Penyusunan Laporan
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan

Jumlah Laporan
Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan

Jumlah Laporan
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan

4 Laporan

4 Laporan

40.000.000

60.000.000

4 Laporan

129.400.000

200.000.000

Penyederhanaan prosedur | Jumlah izin Jumlah izin investasi
21121 18 perijinan dan peningkatan | investasi sektor sektor primer van 1000 Izin/ | 1000 Izin/ 1100 lzin/
pelayanan perizinan primer yang °<ior primer yang NonIzin | Nonlzin | 100.000.000 | 116.100.000 | Non lzin 1.037.700.000 | 250.000.000
- L diterbitkan
sektor primer diterbitkan
[F:eepi}/iii?]”gjﬁasgn?r:;i?::r: ._]umlah i_zin Jumlah izin investasi . . .
21121 18 pelayanan perizinan investasi sekunder sekunder dan tersier 1500 Iz_m/ 1500 Iz_ln/ 1500 Iz_m/
sektor sekunder dan giatr; rtt(?:’tsklg:’1 yang yang diterbitkan Non lzin Non Izin 150.000.000 30.650.000 Non Izin 52.050.000 200.000.000
tersier
Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan ‘(]llilrcry]r:lgr'\llr:?uk Jumlah NIB (Nomor
2|12 | 18 pelayan_an_ perizinan dan Berusaha) yang quuk_Berusaha) yang 200 NIB 200 NIB 50.000.000 32.950.000 200 NIB 45.400.000 200.000.000
non perizinan penanaman | oo o diterbitkan
modal
Jumlah PTSP Jumlah PTSP
Kab/Kota yang Kab/Kota yang
Penguatan Kelembagaan
2|12 18 PTSP Kab/Kota memperoleh memperolen. APTSP 1 4PTSP | 50000.000 | 42.000.000 4PTSP 350.850.000 | 350.000.000
kualifikasi bintang kualifikasi bintang
dari BKPM RI dari BKPM RI
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Lembar Ke — 3 dari 5

Jumlah LKPM Jumlah LKPM yang
Pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan dilaporkan
227 Penanaman Modal perusahaan secara perusahaan secara 4 LKPM 4LKPM 125.000.000 59.100.000 5 LKPM 83.600.000 250.000.000
daring (online) daring (online)
- - Jumlah dokumen Jumlah dokumen
12 | 27 Penyusunan informasi realisasi investasi realisasi investasi 5 5 5
penanaman modal - - - - Dokumen Dokumen | 120.000.000 67.900.000 Dokumen 226.000.000 240.000.000
Kalimantan Timur Kalimantan Timur
Jumlah Investor
Pembinaan dan yang mentaati Jumlah Perusahaan 7 10 5
1221 Pengawasan Pelaksanaan | regulasi investasi | yang dibina dan Perusahaan | Perusahaan | 1.000.000.000 | 382.400.000 | Perusahaan 307.400.000 | 1.200.000.000
Investasi proyek diawasi
PMA/PMDN

Jumlah Pergub
Penyusunan Perencanaan Jumlah Pergub
121 28 dan Kebijakan Modalyang | tentang Penanaman dokumen | dolumen | 220000000 | 386600000 | dokumen 820.250.000 | 1.000.000.000
Penanaman Modal disusuny g Modal yang disusun R haae B DA
12| 28 | 2 | Pengembangan Potensi | potensiungulan | Jumieh kaan potensi 1 ! 3
Daerah daerah unggulan daerah Dokumen Dokumen | 75.000.000 146.000.000 Dokumen 505.150.000 880.000.000
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Lembar Ke —5 dari 5

Pelayanan informasi

Jumlah layanan

Jumlah layanan

211229 |2 perizinan apllkas._l perizinan apllkas_l perizinan 1 Aplikasi | 1 Aplikasi 80.000.000 46.780.000 1 Aplikasi 191.400.000 350.000.000
yang dihasilkan yang dihasilkan
Pelayanan Advokasi Jumlah pengaduan | Jumlah pengaduan
2112129 3| perizinan yang diselesaikan | yang diselesaikan S5kasus | B5kasus | 00,000,000 | 85.130.000 | Lokasus 160.000.000 | 300.000.000

Penyelenggaraan Promosi | Jumlah Event Jumlah Event

21 12130 1 11 penanaman Modal Promosi Promosi 5 event Aevent | 260,000.000 | 421.800.000 9 Event 1.000.000.000 | 1.500.000.000
Peningkatan Kerjasama Jumlah pertemuan Jumlah pertemuan 2 2 5

2112130 | 2| penanaman Modal bisnis bisnis Peg;“’s’;‘i‘;a” Pegg:i‘;a” 75.000.000 | 44.000.000 Pegg:i‘;a” 210.000.000 | 275.000.000

= Program Pendukung Operasional

= Program Prioritas

= Program Pendukung Prioritas
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2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimatan Timur No. 65 Tahun 2016,

tugas pokok DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah “Melaksanakan

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan fungsi :

1.

Perumusan kebijakan bidang perizinan dan penanaman modal sesuai
dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijkan dibidang perizinan dan penanaman modal;

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
bidang pengembangan penanaman modal;

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
Peyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Capaian kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan
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yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang
direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapa menghasilkan informasi Kinerja
yang member indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan Kinerja
organisasi. Selanjutanya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan
pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil
pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama
periode aktifitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan
laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen
yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan
sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada
saat membuat perencanaan. Adanya indikator Kinerja menuntut perencanaan harus
sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk dicapai. Penetapan
indikator kinerja pada saat merencanakan Kkinerja bertujuan lebih meningkatkan
kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang lebih
sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sekaligus
menjalankan misi Lembaga perencanaan pembangunan  yang berdasarkan
pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Isu-isu ini menjadi dasar dalam

menentukan program dan kegiatan skala prioritas selama lima (5) tahun kedepan.
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Isu tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis

lingkungan global yang kita hadapi bersama. Terdapat empat belas (14) perubahan

yang saat ini harus diperhatikan, yaitu ;

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Liberalisasi perdagangan;

Pencapaian Milenium Development Goal’s (MDG’s);

Kenaikan harga produk pangan dan kelangkaan sumber energi;

Arus demokratisasi yang tidak bisa dibendung;

Terbukanya pasar bebas tenaga kerja (AFTA) Tahun 2015;
Pembatasan produksi sector primer (minyak, gas dan batu bara);
Pengembangan industry bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
Pembangunan dan pengembangan produktivitas sector pertanian dalam
arti luas;

Pengembangan industri turunan minyak, gas dan batu bara;
Pengembangan industri pertanian dalam arti luas;

Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT);

Pemgembangan sektor jasa, perdagangan dan keuangan;
Pengembangan industri pariwisata; dan

Pengembangan infrastruktur pendukung industri.

Berdasarkan isu-isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur perlu memberi

perhatian pada isu yang berhubungan dengan peningkatan Iklim Investasi didaerah,

karena sangat menentukan besar kecilnya modal yang diinvestasikan. Iklim

Investasi merupakan perpaduan antara sumberdaya alam yang tersedia dan kreafitas
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dalam merencanakan dan mengorganisasikan antar kementrian dan lembaga terkait.
Semangat otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada setiap provinsi dan
kabupaten/ kota untuk lebih efektif dalam menarik investasi melalui strategi
kemudahan dan insentif. Keadaan tersebut menimbulkan Iklim Persaingan yang
kompentitif dan perlu didukung oleh kebijakan nasional dengan tidak membatasi
atau mempersulit Iklim Investasi di Daerah.

Iklim usaha yang kondusif akan menaikkan realisasi investasi yang
memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran).
Perkembangan dunia usaha dan tren investasi global sangat mempengaruhi
perluasan dan pertumbuhan sektor industri. Bidang agroindustri dan energi
terbarukan diharapkan menjadi tulang punggung menuju visi Kaltim 2025. Setiap
kebijakan diharapakan dapat mengurangi hambatan penanaman modal serta dapat
menjadi stimulasi investasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan
rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021. Dalam
proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan

awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.13.
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Tabel 2.13 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2021 Provinsi Kalimantan Timur
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar Ke — 1 dari 4

Rancangan Awal Hasil Analisis
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target RKPD Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Kebutuhan
1 3 4 5 6 7 8 9 5
Total Rancangan Awal 7.000.000.000 Total Hasil Analisis Kebutuhan 30.000.000.000
PROGRAM A .
PENUNJANG pemangk, kepentingan PROGRAM PENUNIANG pemangku kepentingan
[0) 0,
URUSAN terhadap pelayanan PD B % 10.610.000.000 | SRUSAN PEMERINTAHAN terhadap pelayanan PD B % 19.610.000.000
PEMERINTAHAN (SKM) DAERAH (SKM)
DAERAH
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan dan perencanaan dan hasil Perencanaan dan Evaluasi perencanaan dan hasil
Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja perangkat 16 Dokumen - evaluasi kinerja 16  Dokumen
Perangkat Daerah daerah yang diselesaikan UL R PRl DReE perangkat daerah yang UL
tepat waktu diselesaikan tepat waktu
Penyusunan Renstra dan - Jumlah Dokumen Renstra Penyusunan Renstra dan Renja - Jumlah Dokumen
Renja Perangkat Daerah Samarinda dan Renja 2 Dokumen 65.000.000 Perangkat Daerah Samarinda Renstra dan Renja 2 Dokumen 65.000.000
g;gyﬁzg?ﬁgnpgzg;ig]kat Jumlah dokumen Penyusunan Program dan Jumlah dokumen
Daerah dalam Dokumen Samarinda | perencanaan dan 2 Dokumen 12.000.000 Kegiatan Perangkat Daerah Samarinda | perencanaan dan 2 Dokumen 12.000.000
P anggaran dalam Dokumen Perencanaan anggaran
erencanaan
Penyusunan Dokumen . .
- . Jumlah dokumen evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi . Jumlah dokumen
Eva?ellyafl Perangkat Samarinda kinerja 4 Dokumen 11.000.000 Perangkat Daerah Samarinda evaluasi kinerja 4 Dokumen 11.000.000
Koordinasi dan Jumlah laporan Jumla_h Iaporan
- o .ot — . — koordinasi dan
Sinkronisasi Samarinda koordinasi dan 4 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Samarinda | sinkronisasi 4 Laporan
Perencanaan Perangkat sinkronisasi perencanaan P 375.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah P 375.000.000
Daerah program dan kegiatan perencanaan program
dan kegiatan
Evaluasi Kinerja Jumlah laporan evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah laporan evaluasi
Perangkat Daerah Samarinda tlngrja program dan 4 Dokumen 427.000.000 Daerah Samarinda klngrja program dan 4 Dokumen 427.000.000
egiatan kegiatan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
- . administrasi keuangan . . administrasi keuangan
AEIITISTES KEUEgE yang diselesaikan tepat L 10.120.000.000 Al TR U yang diselesaikan tepat 1z BeEy 13.120.000.000
waktu waktu
Penyediaan Gaji dan . Penyediaan Gaji dan Tunjangan .
Tunjangan ASN Samarinda | Jumlah Dokumen Daftar 24 Dokumen 10.000.000.000 ASN Samarinda | Jumlah Dokumen Daftar 24 Dokumen 13.000.000.000

Gaji dan Tunjangan

Gaji dan Tunjangan
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Penyediaan Administrasi Samarinda Jumlah dokumen 500  Dokumen Penyediaan Administrasi Samarinda Jumlah dokumen 500  Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi pelaksanaan 20.000.000 Pelaksanaan Tugas ASN administrasi 20.000.000
tugas ASN pelaksanaan tugas ASN
Penyiapan Bahan Samarinda ilcjimliiri]s?r(;l;li”;:;]an an 3000 Dokumen Penyiapan Bahan Pelaksanaan Samarinda ;Léﬁli?\ri]sg(;fij?:l?an an 3000 Dokumen
Pelaksanaan Verifikasi sirast keuang 40.000.000 Verifikasi siras) keuang 40.000.000
yang diverifikasi yang diverifikasi
Penyusunan Akuntansi Jumlah laporan keuangan Penvusunan Akuntansi dan Jumlah laporan
dan Pelaporan Samarinda | dan Dana Alokasi Khusus 1500 Dokumen 20.000.000 Pelzz oran Keuanaan Samarinda | keuangan dan Dana 1500 Dokumen 20.000.000
Keuangan (DAK) R P 9 Alokasi Khusus (DAK) RN
Pengelolaan dan .
) . Jumlah LHP (Laporan Pengelolaan dan Penyiapan - Jumlah LHP (Laporan
Penyiapan Bahan_ Samarinda Hasil Pemeriksaan) yang 2 Laporan 10.000.000 Bahan Tanggapan Pemeriksaan Samarinda Hasil Pemeriksaan) 2 Laporan 10.000.000
Tanggapan Pemeriksaan - - . -
ditanggapi yang ditanggapi
Penyusunan Laporan .
- Lo Penyusunan Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan . . S p vl . .
p o Samarinda | Jumlah laporan capaian 4 Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Samarinda | Jumlah laporan capaian 4  Laporan
Ikhtisar Realisasi kineria 10.000.000 Kineria SKPD Kineria 10.000.000
Kinerja SKPD ! ) )
Egrl]);l%?nan Leporen Samarinda Jumlah laporan keuangan 12 Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Samarinda ilejlznelﬁge:r? F?J?Jrlgrr]lan dan 12 Laporan
Bulanan/Semesteran bulanan dan semesteran 15.000.000 Bulanan/Semesteran semesteran 15.000.000
Penyusunan Pe_lapo_ran . Jumlah laporan estimasi Penyusunan Pelaporan . Jumlah laporan estimasi
Prognosis Realisasi Samarinda lisasi 1 Laporan 3.000.000 P is Realisasi A Samarinda lisasi 1 Laporan 3.000.000
Anggaran realisasi anggaran .000. rognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran .000.
Penyusunan Pelaporan . Jumlah laporan keuangan Penyusunan Pelaporan . Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun Samarinda akhir tahun 1 Laporan 2.000.000 Keuangan Akhir Tahun Samarinda keuangan akhir tahun 1 Laporan 2.000.000
Jumlah fasilitas pelayanan Jumlah fasilitas
Administrasi Umum kantor yang berfungsi 6 Unit 8.000.000.000 Administrasi Umum pelayana_n kantor yang 6 Unit 8.000.000.000
dengan baik berfungsi dengan baik
. Jumlah Surat masuk dan
Penyediaan Jasa Surat . Jumlah Surat masuk dan . .
Menyurat Samarinda keluar yang dikendalikan 2500 Surat 10.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Samarinda kgluar yang 2500 Surat 10.000.000
dikendalikan
Jasa komunikasi yang 1000 Mbps Jasa komunikasi yang 1000 Mbps
Penyediaan Jasa terbayarkan terbayarkan
o . Jasa Sumber Daya Air Penyediaan Jasa Komunikasi, . Jasa Sumber Daya Air
gg?;nA”i(?fjlénsE?;tt; ?; Samarinda yang Terbayarkan 300 M3 600.000.000 Sumber Daya Air dan Listrik Samarinda yang Terbayarkan 300 M3 600.000.000
Jasa Listrik yang Jasa Listrik yang
terbayarkan 15000 kwh terbayarkan 15000 kwh
Penyediaan Jasa .
. Jumlah peralatan dan . Penyediaan Jasa Peralatan dan . Jumlah peralatan dan .
Peralatan dan Samarinda perlengkapan kantor yang 25 Unit 400.000.000 Perlengkapan Kantor Samarinda perlengkapan kantor 25 Unit 400.000.000
Perlengkapan Kantor . ¥
diadakan yang diadakan
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Penyediaan Jasa Jumlah PNS yang Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah PNS yang
Jaminan Pemeliharaan Samarinda | memiliki jaminan 60 Orang 30.000.000 Pemeliharaan Kesehatan PNS Samarinda | memiliki jaminan 60 Orang 30.000.000
Kesehatan PNS kesehatan kesehatan
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan . . Jumlah kendaraan
- - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan : -
Pemeliharaan dan . dinas/operasional yang . .. - dinas/operasional yang .
L Samarinda . . - 12 Unit dan Perizinan Kendaraan Samarinda - - - 12 Unit
Perizinan Kendaraan diperpanjang izinnya 20.400.000 Dinas/Operasional diperpanjang izinnya 20.400.000
Dinas/Operasional (STNK) P (STNK)
Jumlah surat keputusan Jumlah surat keputusan
Penyediaan Jasa Samarinda kepala perangkat daerah 1 surat Penyediaan Jasa Administrasi Samarinda kepala perangkat daerah 1 Surat
Administrasi Keuangan tentang pembentukan tim 763.200.000 Keuangan tentang pembentukan tim 763.200.000
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan
Penyediaan Jasa . . . .
. . Jumlah peralatan kerja . Penyediaan Jasa Perbaikan . Jumlah peralatan kerja .
Egrr?;ukan Peralatan Samarinda yang diperbaiki 40 Unit 300.000.000 Peralatan Kerja Samarinda yang diperbaiki 40 Unit 300.000.000
- . Jumlah jenis Alat Tulis Jumlah jenis Alat Tulis
Penyediaan Alat Tulis . . . . . .
Kantor Samarinda Kantor (ATK) yang 38  Jenis 300.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Samarinda Kantor (ATK) yang 38  Jenis 300.000.000
diadakan diadakan
. Jumlah barang yang Jumlah barang yang
Penyediaan Barang | dicetak 111334 Buah 60.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan | dicetak 111334 Buah 60.000.000
Cetakan dan Samarinda Jumlah barang yang Penggandaan Samarinda Jumlah barang yang
Penggandaan digandakan 108000 Buah digandakan 108000 Buah
Penyediaan Komponen Jumlah jenis komponen . lasi _Jumli’:\h Jenis komponen
Instalasi i instalasi ) LP_enylf/dplaan Kompogen Instalasi i :pste_l ke/151 _
Listrik/Penerangan Samarinda listrik/penerangan 8 Jenis 40.000.000 istrik/Penerangan Bangunan Samarinda istrik/penerangan 8 Jenis 40.000.000
- Kantor bangunan yang
Bangunan Kantor bangunan yang diadakan :
diadakan
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan dan . Jumlah peralatan dan
. . Penyediaan Peralatan dan . .
dan Perlengkapan Samarinda pgrlengkapan kantor yang 50 Unit 400.000.000 Perlengkapan Kantor Samarinda perlengkapan kantor 50 Unit 400.000.000
Kantor diadakan yang diadakan
- Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan
Penyediaan Bahan . dan Peraturan . Penyediaan Bahan Bacaan dan . dan Peraturan .
Bacaan dan Peraturan Samarinda 20 Unit Samarinda 20  Unit
Perundang-undangan 10.000.000 Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan 10.000.000
Perundang-undangan - .
yang diadakan yang diadakan
Penyediaan Makanan . Jumlah makanan dan . Penyediaan Makanan dan . Jumlah makanan dan .
dan Minuman Samarinda minuman yang diadakan 2500 Porsi 161.400.000 Minuman Samarinda minuman yang diadakan 2500 Porsi 161.400.000
Rapat-rapat Kordinasi Jumlah laporan hasil R Kordinasi d Jumlark1 Iap(?_ran_h;snl
dan Konsultasi ke Luar Samarinda | rapat koordinasi dan 350 Laporan apat-rapat Kordinasi dan Samarinda rapat koordinasi dan 350 Laporan
- 3.100.000.000 Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi ke luar 3.100.000.000
Daerah konsultasi ke luar daerah
daerah
Pengadaan Mobil . Jumlah mobil jabatan . . - Jumlah mobil jabatan .
Jabatan Samarinda yang diadakan 1 Unit 580.000.000 Pengadaan Mobil Jabatan Samarinda yang diadakan 1 Unit 580.000.000
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Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan
Pengadaan Kendaraan Samarinda | dinas/operasional yan 1 Unit Pengadaan Kendaraan Samarinda | dinas/operasional yan 1 Unit
Dinas/Operasional : P yang 300.000.000 Dinas/Operasional : P yang 300.000.000
diadakan diadakan
Pengadaan Mebeleur Samarinda Jumlah mebeleur yang 15  Unit Pengadaan Mebeleur Samarinda Jumlah mebeleur yang 15 Unit
diadakan 150.000.000 diadakan 150.000.000
Pemeliharaan : : : :
- . Jumlah unit gedung . Pemeliharaan Rutin/Berkala . Jumlah unit gedung .
E:tr:?érBerkala Gedung Samarinda kantor yang dipelihara 1 Unit 300.000.000 Gedung Kantor Samarinda kantor yang dipelihara 1 Unit 300.000.000
Pemeliharaan - . . o
- . . Jumlah mobil jabatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah mobil jabatan .
?:;L;gerkala Mobil Samarinda yang dipelihara 6 Unit 60.000.000 Mobil Jabatan Samarinda yang dipelihara 6 Unit 60.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Samarinda ci]iﬁt:sliaoh Iéfggi?)gaaelm an 12 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Samarinda (i]iLrjgsI;aoh :‘raggi?)?ain an 12 Unit
Kendaraan inasiop yang 100.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional inasiop yang 100.000.000
- . dipelihara dipelihara
Dinas/Operasional
Pemeliharaan . Jumlah Mebeleur yang . Pemeliharaan Rutin/Berkala . Jumlah Mebeleur yang .
Rutin/Berkala Mebeleur Samarinda dipelihara 15 Unit 15.000.000 Mebeleur Samarinda dipelihara 15 Unit 15.000.000
Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah gedung kantor
Sedang/Berat Rumah Samarinda yang diperbaiki 5 Unit 300.000.000 Rumah Gedung Kantor Samarinda yang diperbaiki 5 Unit 300.000.000
Gedung Kantor
Persentase ASN yang Persentase ASN yang
. L A memiliki nilai Indeks
Peningkatan Disiplin dan memiliki nilai Indeks . L . .
Kapasitas Sumber Daya Profesionalitas ASN 85 % Penlngkatan Dl Gt ProfeS|(_Jn§1I|ta§ i 85 %
Aparatur Kategori tinggi (81-90) 600.000.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur kategori tinggi (81-90) 600.000.000
dan sangat tinggi (91-100) L S g (-
100)
Pengadaan Mesin/Kartu . Jumlah Mesin/Kartu . . . . Jumlah Mesin/Kartu .
Absensi Samarinda Absensi yang diadakan 0 Unit ) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Samarinda Absensi yang diadakan 0 Unit )
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas JBlér:;ig Pakaian Dinas
Dinas Beserta Samarinda Besertg Perlengkapannya 140  Stel 150.000.000 Beserta Perlengkapannya Samarinda Perlengkapannya yang 140  Stel 150.000.000
Perlengkapannya yang diadakan .
diadakan
Pengadaan Pakaian . Jumlah pakaian kerja Pengadaan Pakaian Kerja . Jumlah pakaian kerja
Kerja Lapangan Samarinda lapangan yang diadakan 0 Orang - Lapangan Samarinda lapangan yang diadakan 0 Orang -
Penga_daan Pakaian Samarinda Jumlah_ pakaian Korpri 0 Stel Pengadaan Pakaian Korpri Samarinda Jumlah pakaian Korpri 0 Stel
Korpri yang diadakan - yang diadakan -
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- Jumlah pegawai yang - . Jumlah pegawai yang
Pendidikan dan . L Pendidikan dan Pelatihan . e
Pelatihan Formal Samarinda memperol_eh pendidikan 10 Orang 100.000.000 Formal Samarinda memperol_eh pendidikan 10 Orang 100.000.000
dan pelatihan formal dan pelatihan formal
s Jumlah peraturan T Jumlah peraturan
Sosialisasi Peraturan Samarinda erundang-undangan 2 Peraturan Sosialisasi Peraturan Samarinda erundang-undangan 2 Peraturan
Perundang-Undangan P ang-undang 50.000.000 Perundang-Undangan P ang-undang 50.000.000
yang disosialisasikan yang disosialisasikan
Jumlah pegawai yang Jumlah pegawai yang
Bimbingan Teknis memperoleh Bimbingan Bimbingan Teknis Implementasi memperoleh Bimbingan
Implementasi Peraturan Samarinda | Teknis Implementasi 30 Orang 4 P Samarinda | Teknis Implementasi 30 Orang
300.000.000 Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan Undangan
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase PROGRAM Persentase
IKLIM pengembangan iklim 100 % PENGEMBANGAN IKLIM pengembangan iklim 100 %
PENANAMAN penanaman modal LR PENANAMAN MODAL penanaman modal LRI
MODAL
Pen_e@apan Pem_b erian Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif 5 i PP .
—_ Jumlah kegiatan Fasilitas/Insentif dibidang Jumlah kegiatan
el PRl pemberian fasilitas 2 Kegiatan Penanaman Modal yang pemberian fasilitas 2 Kegiatan
Modal yang Menjadi : - 1.100.000.000 AT : - 1.100.000.000
Kewenangan Daerah insentif dan kemudahan Menj_ad! Kewenangan Daerah insentif dan kemudahan
g Provinsi
Provinsi
Penetapan Kebijakan . "
Daerah dalam Jumlah kebual_(an daerah Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah kebijakan .
. dalam pemberian . daerah dalam pemberian
Pemberian Samarinda | fasilitas/ insentif dan 1 Kebijakan dalam Pemberian Samarinda | fasilitas/ insentif dan 1 Kebijakan
Fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman 1.000.000.000 Fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman 1.000.000.000
Kemudahan Penanaman Kemudahan Penanaman Modal
Modal modal modal
Evaluasi Pelaksanaan Jumlah dokumen kajian Jumlah dokumen kajian
Pemberian evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Fasilitas/Insentif dan Samarinda | pemberian fasilitas/ 1 Dokumen 100.000.000 Pemberian Fasilitas/Insentif dan | Samarinda | pemberian fasilitas/ 1 Dokumen 100.000.000
Kemudahan Penanaman insentif dan kemudahan R Kemudahan Penanaman Modal insentif dan kemudahan R
Modal penanaman modal penanaman modal
Pembuatan Peta Potensi Jumlah dokumen RUPM Pembuatan Peta Potensi Investasi Jumlah dokumen RUPM
Investasi Provinsi dan peta potensi 2 DEE 880.000.000 Provinsi dan peta potensi 2 DelaniE 880.000.000
Jumlah dokumen
Jumlah dokumen Rencana
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Penyusunan Rencana Umum Rencana Umum
Umum Penanaman Samarinda L 1 Dokumen Penanaman Modal Daerah Samarinda | Penanaman Modal 1 Dokumen
- (RUPM) Provinsi 81.400.000 . g 81.400.000
Modal Daerah Provinsi - . Provinsi (RUPM) Provinsi
Kalimantan Timur - -
Kalimantan Timur
Penyediaan Peta . . . .
. . Jumlah kajian peta . Penyediaan Peta Potensi dan . Jumlah kajian peta .
Potensi dan_ P_eluang Samarinda potensi investasi 1 Kajian 798.600.000 Peluang Usaha Provinsi Samarinda potensi investasi 1 Kajian 798.600.000
Usaha Provinsi
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Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman

Jumlah pertemuan

Penyusunan Strategi Promosi

Jumlah pertemuan

Modal Kewenangan Samarinda | promosi penanaman 3 Pertemuan 429.000.000 Pena_na[nan Modal Kewenangan | Samarinda | promosi penanaman 3 Pertemuan 429.000.000
o modal Provinsi modal

Provinsi

Ei‘)?::gg?a;:n aﬁg?:}ifn Jumlah keikutsertaan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah keikutsertaan

Modal Kewenangan Samarinda | pada kegiatan pameran 7 Event 981.000.000 Penanaman Modal Kewenangan | Samarinda | pada kegiatan pameran 7 Event 981.000.000

Provinsi

Penyediaan Layanan
Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat terhadap
PelayananTerpadu
Perizinan dan
Nonperizinan

Samarinda

investasi

Jumlah pengaduan yang

diselesaikan lintas kab/
kota
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Penyediaan Layanan Konsultasi

dan Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat terhadap Samarinda
PelayananTerpadu Perizinan dan

Nonperizinan
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investasi

Jumlah pengaduan yang

diselesaikan lintas kab/
kota

15

Kasus

115.000.000




Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Penyediaan Pelayanan Terpadu
Nonperizinan berbasis Jumlah kegiatan forum Perizinan dan Nonperizinan Jumlah kegiatan forum
Slst_er_n Pelayanan Samarinda dan pelatihan 4 Kegiatan 1.170.000.000 bert_)a_5|s Sistem Pelayan_an ) Samarinda dan pelatihan 4  Kegiatan 1.170.000.000
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Terintegrasi
Terintegrasi secara secara Elektronik
Elektronik
Pemantauan Pemenuhan - -
: i . . . Pemantauan Pemenuhan Jumlah 1zin/ non Izin .
Komitmen Perizinan dan . Jumlah Izin/ non lzin yang 1zin/ non - . . . 1zin/ non
. Samarinda - 50 - Komitmen Perizinan dan Samarinda | yang dipantau 50 .
Nonperizinan dipantau pelaksanaannya 1zin 200.000.000 . 1zin 200.000.000
Nonperizinan Penanaman Modal pelaksanaannya
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Penyediaan Layanan Konsultasi
Pengelolaan Pengaduan Jumlah pengaduan van dan Pengelolaan Pengaduan Jumlah pengaduan van
Masyarakat terhadap Samarinda diselesa?kar? rovinzi 9 15 Kasus 115.000.000 Masyarakat terhadap Samarinda diselesa?kar? rovingi 9 15 Kasus 115.000.000
PelayananTerpadu P R PelayananTerpadu Perizinan dan P R
Perizinan dan Nonperizinan
Nonperizinan
K_oordln_a5|_ dan Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan
Sinkronisasi Penetapan - S . . .
- Samarinda | koordinasi dan 10 Laporan Penetapan pemberian Samarinda | koordinasi dan 10 Laporan

pemberian sinkronisasi 150.000.000 Fasilitas/Insentif Daerah sinkronisasi 150.000.000
Fasilitas/Insentif Daerah
PROGRAM
PENGENDALIAN Jumlah perusahaan EESSENABAALIAN Jumlah perusahaan
PENANAMAN. peruntulan ndustrt % PerusaheEn | 1700000000 | PELAKSANAAN peruntuin industrs | e | 1700000000

P PENANAMAN MODAL P
MODAL
Pengendalian .
Pelaksanaan Penanaman Jumlah perusahaan PMA/ FErp A EllEn Pt(ajlalksanaan Jumka}h OB TLEEIERL
Modal yang Menjadi PMDN yang dilakukan 25 Perusahaan FOEENGEL SRR WAV oty FIIDNIEITG) 25 Perusahaan

. 1.700.000.000 Menjadi Kewenangan Daerah dilakukan pengendalian 1.700.000.000
Kewenangan Daerah pengendalian pelaksanaan A
e Provinsi pelaksanaan
Provinsi
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah LKPM yang Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah LKPM yang
Pemantauan Samarinda dllaporkan_perusahaan 5 LKPM 300.000.000 Pemantauan Pelaksanaan Samarinda dllaporkan_perusahaan 5 LKPM 300.000.000
Pelaksanaan secara daring (online) Penanaman Modal secara daring (online)
Penanaman Modal
Koordinasi dan L . .
Sinkronisasi Pembinaan Samarinda Jumlah perusahaan yang 12 Perusahaan Egr?wrb(::]a?r: g;r;kignrg;: o Samarinda Jumlah perusahaan yang 12 Perusahaan
Pelaksanaan dibina 700.000.000 dibina 700.000.000
Penanaman Modal

Penanaman Modal
Koordinasi dan
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Samarinda Jymlah_perusahaan yang 12 Perusahaan Pengawasan Pelaksanaan Samarinda ‘]l.JmIah. perusahaan yang 12 Perusahaan

diawasi 700.000.000 diawasi 700.000.000
Pelaksanaan Penanaman Modal
Penanaman Modal
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Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan dan

Jumlah data yang diolah/

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan

. . . Informasi Perizinan dan . Jumlah data yang diolah/
'S\liZ?epn?r';g:;naz::aS's Samarinda disajikan 4 Dokumen 550.000.000 Nonperizinan berbasis Sistem Samarinda disajikan 4 Dokumen 550.000.000
Perizinan B)elzrusaha Pelgyanan _Perizinan Berusgha
Terintegrasi secara Terintegrasi secara Elektronik
Elektronik
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Pada tabel 2.13 diatas merupakan rencana kerja tahun (n+1) yang dimaksud
adalah rencana tahun anggaran 2021, merupakan perubahan dari Permendagri No.
13 tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 tahun 2019. Yang sekarang telah
diketahui banyaknya perubahan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2021
dan terindikasi satu bidang khususnya Bidang Pelayanan Pengaduan (YANDU)
akan hilang apabila mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019, serta perubahan
yang sangat mendasar adalah Perangkat Daerah sangat dimungkinkan untuk me-
review kembali Renstra 2019-2023 Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kab/ Kota

Rancangan rencana kerja Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur didiskusikan dalam pembahasan
forum Perangkat Daerah (PD) Kabupaten dan Kota yang mungkin akan
diselenggarakan oleh Tim Perencanaan Daerah yaitu Bappeda Provinsi Kalimantan

Timur.

BAB Il
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TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Tela’ahan Kebijakan Nasional

Sejalan tujuan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dimana arah tujuan

tersebut adalah “Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi

masyarakat yang seluas-luasnya” yang memiliki permasalahan pokok sebagai

berikut penjelasanya (lihat tabel 3.1) :

Tabel 3.1 Matriks RPJPD Prov. Kaltim

PERMASAL
TUJUAN SASARAN INDIKAT AHAN MASALAH AKAR MASALAH
RPJPD OR
POKOK
) Ketersediaan dan
Mewujudkan validasi terhadap data
sliruktur_ i statistik dan  spasial
;n o?lgnmc;al Meningkatnya | Kontribusi Daya saing Z?S;Jarilsa: yang kurang
yang kontribusi sektor investasi . mendukung
de.”gan . sektor industri industri industri belum _Fgrkalt
partisipasi enaolahan enaolahan optimal perijinan yang | Perubahan kebijakan
masyarakat Peng peng P belum efektif | kewenangan  pusat,
yang seluas- provinsi dan
luasnya kabupaten/kota

= Tujuan Utama RPJPD

Dengan permasalahan pada tabel 3.1 diatas maka strategi yang akan

ditempuh sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal diberbagai sektor yang

mencakup Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam rangka

meningkatkan persebaran.

2. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal berbasis keunggulan

daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja.
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3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik
di Pusat maupun di daerah.

4. Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas
melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan Pemerintah dan
Dunia Usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal.

5. Membangun sistem informasi secara elektronik untuk mempercepat
pendaftaran izin dan prosesnya.

6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi berkenaan data
rencana dan realisasi investasi serta mempublikasikannya ke instansi
pemerintah/ swasta dan masyarakat luas.

7. Mengevaluasi dan merevisi SOP dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim
khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan.

8. Membuat dan merevisi berkenaan peraturan-peraturan kebijakan
tentang percepatan dan kemudahan untuk berinvestasi.

9. Memberikan informasi kepada investor atau mitra kerjasama mengenai
potensi dan peluang untuk berinvestasi.

Sejalan dengan kebijakan Nasional tersebut diatas, maka berdasarkan
Peraturan Gubernur Kalimatan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
adalah “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
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Tujuan merupakan goal yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam
kurun waktu tertentu dan terukur melalui indikator dan standar yang sudah
ditetapkan, maka terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan dan sasaran
Rencana Kerja Perangkat daerah :

3.21 Tujuan

Sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tujuan DPMPTSP dalam
mendukung visi dan misi Gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur
periode 2019-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Aparatur Sipil Negara dan sarana dan
prasarana penunjang ;
2. Mewujudkan percepatan dan kemudahan pelayanan perizinan ;
3. Mewujudkan pengendalian pelaksanaan investasi ;
4. Mewujudkan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
yang terintegrasi dan implementatif di kawasan strategis ;
5. Mewujudkan pelayanan advokasi dan informasi perizinan yang prima ;
6. Menyelenggarakan promosi dan kerjasama penanaman modal.
3.2.2 Sasaran Program Kegiatan
Sasaran program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan rencana
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan visi dan misi Gubernur terpilih
periode 2018-2023 Bapak Isran Noor dan Bapak Hadi Mulyadi terdiri dari enam
sasaran yaitu:
1. Terlayaninya Administrasi Perkantoran yang berkualitas dan prima ;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP ;

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ;
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4. Meningkatnya kualitas Kinerja instansi pemerintah ;

5. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat ;

6. Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal ;

7. Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang

Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi Provinsi ;

8. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan ;

9. Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di

Kalimantan Timur serta Terselenggaranya MoU.

Sedangkan sasaran strategis merupakan bagian integral dalam suatu proses

perencanaan strategis yang terfokus pada kegiatan tertentu serta adanya keterkaitan

dengan dokumen RPJMD yang telah disepakati pada waktu forum-forum

perencanaan kegiatan.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah lihat Tabel

3.2:
Tabel 3.2 Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Tujuan . .
No (Gubernur) Sasaran Strategis Indikator Satuan Target 2021
Nilai Investasi Triliun (Rp) 37,08
Mewujudkan .
kemandirian Memng_katnya Waktu penyelesaian .
1 . realisasi e Hari 12
ekonomi yang investasi proses perizinan
beerkelanjutan
Indeks Kepuasan
Masyarakat Indeks %0
Sumber data RENSTRA DPMPTSP Prov. Kaltim 2019-2023
3.3 Program dan Kegiatan
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Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencakup 6 program yang

terdiri dari 11 kegiatan dan 55 sub kegiatan yaitu :

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan anggaran yang

terdapat beberapa rencana pendanaan sub kegiatan yang terdiri dari :

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah ;

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam
Dokumen Perencanaan ;

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah ;

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ;

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan

Pada kegiatan ini merupakan rencana pendanaan untuk adminitstrasi

keuangan dan belanja gaji PNS dan Non PNS serta pendukung kegiatan

pada bagian keuangan. Sub kegiatan terdiri dari :
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Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi ;
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ;

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan ;
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Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD ;

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran ;
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran ;

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

3.  Administrasi Umum

Kegiatan ini merupakan belanja mengikat pada perangkat daerah,

karena pada kegiatan ini merupakan belanja rutinitas. Berikut sub

kegiatan yang terdiri dari :
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Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS ;
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional ;

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;

Penyediaan Alat Tulis Kantor ;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
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- Penyediaan Makanan dan Minuman ;
- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
- Pengadaan Mobil Jabatan ;
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ;
- Pengadaan Mebeleur ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur ;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN
yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ;
- Pendidikan dan Pelatihan Formal ;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

3.3.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

5. Pemeliharaan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
Kegiatan ini terdapat beberapa rencana pendanaan sub kegiatan sebagai

berikut :
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- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal ;
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif ~ dan
Kemudahan Penanaman Modal.
6. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
Sub kegiatan terdiri dari :
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi ;
3.3.3 Program Promosi Penanaman Modal
7. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi.
Sub kegiatan terdiri dari :
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan
Provinsi ;
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan
Provinsi.
3.3.4 Program Pelayanan Penanaman Modal
8. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Pada kegiatan ini terdiri hanya satu sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat  terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan

Nonperizinan
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9. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan

Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik ;

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal ;

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat  terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan
Nonperizinan ;

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian

Fasilitas/Insentif Daerah.

3.3.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

10 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan tersebut memiliki tiga sub kegiatan yang terdiri dari :
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Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal ;
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal ;
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal.
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3.3.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
11 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang
Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Program dan kegiatan ini terindikasi menjadi bidang baru pada tahun

anggaran 2021, pada kegiatan ini hanya terdapat satu sub kegiatan yaitu

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi

Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Kegiatan Prioritas

Di dalam pembahasan forum Rencana Awal Kerja Pembangunan Daerah
(Ranwal RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dirancang bahwa untuk rencana
kerja tahun 2021 estimasi program prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program
Pelayanan Penanaman Modal. Pada program tersebut bertujuan untuk
membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/ perusahan yang
bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, yang fokus utamanya
dikawasan Kariangau dan Balikpapan sekitarnya. Berikut penyajian data berupa

tabel dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2021

Kode Program/ ) Pagu Indikatif
] Program/ Kegiatan Target
Kegiatan (Rp)
Program Pelayanan
2.18.04 Penanaman Modal 12 Hari 1.750.000.000,00

Program Pengendalian -
2.18.05 Pelaksanaan Penanaman 1.700.000.000,00

Perusahaan
Modal
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4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana pendanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 yang sumber dana APBD
Provinsi Kalimantan Timur serta telah dianaliasa ada beberapa program yang
berubah Pada program kemudahan layanan dan percepatan proses perizinan yang
semula targetnya adalah “izin/ non izin” menjadi ‘“hari” penyesuaian dan
kesepakatan ini diambil pada saat Musrenbang pada tanggal 16 dan 17 Januari 2019
silam. Dan pada program layanan advokasi dan informasi perizinan, merupakan
kebijakan oleh kepala bidang Yandu perubahan indikator dan target merupakan
penyesuaian kegiatan baru dan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
bidang Yandu.

Sedangakan nilai investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
merupakan target khusus yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dan yang
akan disepakati menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) milik DPMPTSP Provinsi
Kalimantan Timur serta menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Kepala
Daerah (lihat Tabel. 3.2). Maka telah dirumuskan dan disajikan dalam bentuk tabel
secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Program/ kegiatan pendukung prioritas (lihat Tabel 2.12) merupakan upaya
untuk mendukung tercapainya sasaran program prioritas serta Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang merupakan salah satu fokus dari Visi dan Misi Kepala daerah

tahun 2019-2023.
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Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 4.2 Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2022

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

2 YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 30.000.000.000 33.000.000.000
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 | 18 PENANAMAN MODAL 30.000.000.000 33.000.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Tingkat kepuasan pemangku kepentingan %

2 180 PEMERINTAHAN DAERAH terhadap pelayanan PD (SKM) 8% 22.610.000.000 24.50.000.000
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat AT DRI [PETEMGETEEN BEM ES)

2 |18 | 01 | 101 Daerah ! 9 evaluasi kinerja perangkat daerah yang 16 Dokumen 890.000.000 988.000.000

diselesaikan tepat waktu

2 |18 |01 |101] 01 E‘;’ggﬁ””an Renstra dan Renja Perangkat | 1on pokumen Renstra dan Renja 2 Dokumen 65.000.000 65.000.000
Penyusunan Program dan Kegiatan

2 | 18 | 01 | 1.01 | 02 | Perangkat Daerah dalam Dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 2 Dokumen 12.000.000 12.000.000
Perencanaan

2 |18 | 01 | 1.01 | 03 Ezrg:iunan Dokumen Evaluasi Perangkat Jumlah dokumen evaluasi kinerja 4 Dokumen 11.000.000 11.000.000

> |18 | 01 | 1.01 | 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Jumlah laporan koordinasi daq sinkronisasi 4 Laporan 375.000.000 425.000.000
Perangkat Daerah perencanaan program dan kegiatan

2 | 18 | 01 | 1.01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah j‘;ﬁﬁg::g‘;‘ra“ evaluasi kinerja program 4 Dokumen 427.000.000 475.000.000
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Jumlah Dokumen administrasi keuangan

18 | 01 | 1.02 Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu 12 Dokumen 13.120.000.000 14.120.000.000
18 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan 24 Dokumen 13.000.000.000 14.000.000.000
18 | 01 | 1.02 | 02 igr’llyedlaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan 500 Dokumen 20.000.000 20.000.000
tugas ASN
18 | 01 | 1.02 | 03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 3‘;\2:?2;;‘;2‘””‘” administrasi keuangan yang 3000 Dokumen 40.000.000 40.000.000
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Jumlah laporan keuangan dan Dana Alokasi
18 | 01 | 1.02 | 04 Keuangan Khusus (DAK) 1500 Dokumen 20.000.000 20.000.000
18 | 01 | 1.02 | o5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 2 Laporan 10.000.000 10.000.000
Tanggapan Pemeriksaan . .
yang ditanggapi
18 | 01 | 1.02 | op | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 4 Laporan 10.000.000 10.000.000
' Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja R T
18 | o1 | 102 | o7 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan bulanan dan 12 Laporan 15.000.000 15.000.000
Bulanan/Semesteran semesteran
18 | 01 | 1.02 | 08 iﬁgéf‘rl;:an Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran 1 Laporan 3.000.000 3.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir .
18 | 01 | 1.02 | 09 Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 2.000.000 2.000.000

Tahun

RENJA 2021

49




Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang

18 | 01 | 1.03 Administrasi Umum : ; 6 Unit 8.000.000.000 8.912.000.000
berfungsi dengan baik
18 | 01 | 1.03 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat masuk dan keluar yang 2500 Surat 10.000.000 15.000.000
dikendalikan
Jasa komunikasi yang terbayarkan 1000 Mbps
18 | 01 | 1.03 | o2 | Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan 300 M3 600.000.000 600.000.000
Daya Air dan Listrik
Jasa Listrik yang terbayarkan 15000 kwWh
18 | 01 | 1.03 | o3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 25 Unit 400.000.000 400.000.000
Perlengkapan Kantor .
yang diadakan
18 | o1 | 1.03 | 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Jumlah PNS yang memiliki jaminan 60 Orang 30.000.000 30.000.000
Kesehatan PNS kesehatan
18 | o1 | 103 | 06 Pen_ygdlaan Jasa Pemell_haraan dan_ nglah kgnda_ra_an dinas/operasional yang 12 Unit 20.400.000 25.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional diperpanjang izinnya (STNK)
Jumlah surat keputusan kepala perangkat
18 | 01 | 1.03 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan daerah tentang pembentukan tim pelaksana 1 Surat 763.200.000 820.000.000
kegiatan
18 | 01 | 1.03 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 40 Unit 300.000.000 312.000.000
18 | 01 | 1.03 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor (ﬂ‘;’é‘;ﬁg Jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang 38 Jenis 300.000.000 450.000.000
) Jumlah barang yang dicetak 111334 Buah
18 | 01 | 1.03 | 11 | [envediaan Barang Cetakan dan 60.000.000 65.000.000
Penggandaan
Jumlah barang yang digandakan 108000 Buah
18 o1l 103! 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi 8 Jenis 40000.000 40000.000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

listrik/penerangan bangunan yang diadakan
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Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

18 | 01 | 1.03 | 13 . 50 Unit 400.000.000 700.000.000
Kantor yang diadakan

18 o1 l103! 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Pgraturan 20 Unit 10.000.000 10.000.000
Perundang-undangan Perundang-undangan yang diadakan

18 | 01 | 1.03 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman é‘:;&':;‘a?aka”a” dan minuman yang 2500  Porsi 161.400.000 200.000.000

18| o1 | 103 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Jumlah Ia_poran hasil rapat koordinasi dan 350 Laporan 3.100.000.000 3.500.000.000
Luar Daerah konsultasi ke luar daerah

18 | 01 | 1.03 | 20 | Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang diadakan 1 Unit 580.000.000 -

18 | 01 | 1.03 | 21 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional j‘ija”;':‘fa'r‘f”daraa” dinas/operasional yang 1 Unit 300.000.000 600.000.000

18 | 01 | 1.03 | 26 | Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 15 Unit 150.000.000 100.000.000

18 | 01 | 1.03 | 29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 300.000.000 400.000.000

18 | 01 | 1.03 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 6 Unit 60.000.000 60.000.000

18 | 01| 103! 31 P_emellharaar? Rutin/Berkala Kendaraan J_uml_ah kendaraan dinas/operasional yang 12 Unit 100.000.000 120.000.000
Dinas/Operasional dipelihara

18 | 01 | 1.03 | 36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara 15 Unit 15.000.000 15.000.000

18 | 01 | 1.03 | 39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung | 5\ 121 gedung kantor yang diperbaiki 5 Unit 300.000.000 450.000.000

Kantor
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Peninakatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks
18 | 01 | 1.04 g P P Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) 85 % 600.000.000 730.000.000
Daya Aparatur el
dan sangat tinggi (91-100)
18 | 01 | 1.04 | 01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan 0 Unit - 10.000.000
18 1 o1l 104! 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Bgserta 140 Stel 150.000.000 120.000.000
Perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan
18 | 01 | 1.04 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3?£I§|(r1aﬁakalan kerja lapangan yang 0 Orang - 50.000.000
18 | 01 | 1.04 | 04 | Pengadaan Pakaian Korpri Jumlah pakaian Korpri yang diadakan 0 Stel - 100.000.000
- . Jumlah pegawai yang memperoleh
18 | 01 | 1.04 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang 100.000.000 100.000.000
18 | 01 | 1.04 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sumlah peraturan perundang-undangan yang 2 Peraturan 50.000.000 50.000.000
disosialisasikan
s . - Jumlah pegawai yang memperoleh
18 | 01 | 1.04 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | g iy oo Teknis Implementasi Peraturan 30 Orang 300.000.000 300.000.000
Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM | Persentase pengembangan iklim ®
18 | 02 PENANAMAN MODAL penanaman modal 100 % 1.980.000.000 2.000.000.000
PETEEEE PETHIETED sl R A Jumlah kegiatan pemberian fasilitas insentif
18 | 02 | 1.01 dibidang Penanaman Modal yang Menjadi 9 P 2 Kegiatan 1.100.000.000 1.100.000.000
—_— dan kemudahan
Kewenangan Daerah Provinsi
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Jumlah kebijakan daerah dalam pemberian
18 | 02 | 1.01 | 01 | Pemberian Fasilitas/Insentif dan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman 1 Kebijakan 1.000.000.000 1.000.000.000
Kemudahan Penanaman Modal modal
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan
18 | 02 | 1.01 | 02 | Fasilitas/Insentif dan Kemudahan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000
Penanaman Modal penanaman modal
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18 | 02 | 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi 2 Dokumen 880.000.000 900.000.000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Jumlah dokumen Rencana Umum

18 | 02 | 1.02 | 01 y - Penanaman Modal (RUPM) Provinsi 1 Dokumen 81.400.000 100.000.000
Modal Daerah Provinsi - -

Kalimantan Timur

18 | 02 | 1.02 | 02 | Penvediaan Peta Potensi dan Peluang Jumlah kajian peta potensi investasi 1 Kajian 798.600.000 800.000.000
Usaha Provinsi

18 | 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase peningkatan promosi 100 % 1.410.000.000 1.700.000.000
MODAL penanaman modal
Penyelenggaraan Promosi Penanaman . .

18 | 03 | 101 Modal yang e 10 Kegiatan 1.410.000.000 1.700.000.000

N _— yang dilakukan

Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

18 103|101 01 Penyusunan Strategi Pro_mc_15| Penanaman Jumlah pertemuan promosi penanaman 3 Pertemuan 429 000.000 600.000.000
Modal Kewenangan Provinsi modal
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran

18 03 ) 1.01 ) 02 Penanaman Modal Kewenangan Provinsi investasi 7 Event 981.000.000 1.100.000.000
PROGRAM PELAYANAN L . o

18 | 04 PENANAMAN MODAL Persentase penerbitan izin/non izin 100 % 1.750.000.000 1.800.000.000
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Persentase lavanan pengaduan van

18 | 04 | 1.01 Lintas dioclosatian T Pengacian YAng 100 % 115.000.000 200.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Konsultasi dan

18 | 04| 101! 03 Pengelolaan Pengaduan Masyarr_;lk_at Jumlah pengaduan yang diselesaikan lintas 15  Kasus 115.000.000 200.000.000
terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan kab/ kota
Nonperizinan
Penanaman Modal yang Menurut

18 | 04 | 1.02 Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan | Jumlah Izin/ non Izin diterbitkan 1500 Izin/ non lzin 1.635.000.000 1.600.000.000
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan

18 | 04 | 1.02 | 01 dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Jumlah kegiatan forum dan pelatihan 4 Kegiatan 1.170.000.000 1.000.000.000

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
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Pemantauan Pemenuhan Komitmen Jumlah 1zin/ non Izin vana dipantau
18 | 04 | 1.02 | 02 | Perizinan dan Nonperizinan Penanaman yang dip 50 Izin/ non Izin 200.000.000 200.000.000
pelaksanaannya
Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
18 | 04l 102! 03 Pengelolaan Pengaduan Masyargk_at Juml_ah_pengaduan yang diselesaikan 15  Kasus 115.000.000 200.000.000
terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan provinsi
Nonperizinan
18 | 04 | 1.02 | 04 Koordlna5| da.n_ S|nkron|s_a5| Penetapan Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi 10 Laporan 150.000.000 200.000.000
pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
HRSE A N ST AN Jumlah perusahaan industri pada kawasan
18 | 05 PELAKSANAAN PENANAMAN peru : P 25 Perusahaan 1.700.000.000 2.200.000.000
peruntukan industri
MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
e Jumlah perusahaan PMA/ PMDN yang
18 | 05 | 1.01 mgs?rllsg/ang Menjadi Kewenangan Daerah dilakukan pengendalian pelaksanaan 25 Perusahaan 1.700.000.000 2.200.000.000
18 1051 101! 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Jumlah LK_PM yang dilaporkan perusahaan 5 LKPM 300.000.000 450.000.000
Pelaksanaan Penanaman Modal secara daring (online)
18 | 05 | 1.01 | 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Jumlah perusahaan yang dibina 12 Perusahaan 700.000.000 850.000.000
Pelaksanaan Penanaman Modal
18 | 05 | 1.01 | o3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 1 nerysahaan yang diawasi 12 Perusahaan 700.000.000 900.000.000
Pelaksanaan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA
18 | 06 DAN SISTEM INFORMASI Jumlah data yang diolah/ disajikan 8 Dokumen 550.000.000 550.000.000
PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
18 | 06 | 1.01 dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Jumlah data yang diolah/ disajikan 4 Dokumen 550.000.000 600.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan dan
18 | 06 | 1.01 | 01 | Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Jumlah data yang diolah/ disajikan 4 Dokumen 550.000.000 600.000.000
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
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BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disampaikan, untuk
memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam satu tahun kedepan.

Selanjutnya kami mengharapkan agar alokasi dana yang sudah kami
proyeksikan didalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan Anggaran RKPD tahun 2021 ini tidak
mengalami perubahan secara signifikan dan dapat ditingkatkan, sehingga apa yang
menjadi komitmen kami untuk meningkatkan realisasi investasi secara signifikan
di Kalimantan Timur dapat terlaksana.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terimakasih.

Ttd.

Kepala Dinas PMPTSP
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